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ABSTRAK 

 

 
Pajak merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. 

Upaya untuk meningkatkan pemasukan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara menjadi 

sebuah tantangan yang cukup berat di Indonesia. Faktanya masih terdapat beberapa tantangan dalam 

pelaksanaan pemungutan pajak. Salah satunya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam 

membayar pajak sehingga hal tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam 
membayar pajak. Kekayaan wajib pajak yang tersimpan dalam sebuah bank mendapatkan suatu perlindungan 

yang sifatnya pribadi. Perlindungan bank terhadap data nasabah bank tersebut dalam dunia perbankan dikenal 

sebagai prinsip rahasia bank. Namun, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengenai keterbukaan 

rahasia data dan informasi di bidang perpajakan dan perbankan yang disebut sebagai automatic exchange 
system of information. Penulisan skripsi ini membahas pengaturan dan perlindungan hukum terkait automatic 

exchange system of information di bidang perpajakan dan perbankan. 

Metode penelitian yang digunakan  adalah adalah yuridis normatif yang memiliki sumber 

penelitiannya adalah data kepustakaan. Penelitian yang diakukan adalah bersifat deskriptif analitik yang 
mengambarkan sesuatu dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan kategorinya untuk memperoleh 

kesimpulan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil 

penelitian skripsi ini adalah bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 

Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan mengatur mengenai 
kewenangan pembukaan kerahasiaan akses keuangan terutama di bidang perpajakan dan perbankan. Perppu 

ini  mendukung Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

Menjadi Undang-Undang (UU KUP) dalam mendapatkan data dan informasi keuangan nasabah wajib pajak 

agar mencegah praktik penghindaran pajak, di sisi lain Perppu ini menerobos kerahasiaan bank untuk 

kepentingan perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan). Dengan adanya 

Perppu ini, dapat dengan mudah terjadi kebocoran rahasia data dan informasi keuangan nasabah wajib pajak 

yang dilakukan oleh Direktorat Wajib Pajak, padahal kerahasiaan data dan informasi keuangan nasabah wajib 

pajak adalah hak privasi yang harus dilindungi. 
Perppu ini bersifat derogasi, Perppu ini tidak menghapuskan keberadaan UU KUP dan UU 

Perbankan melainkan berjalan secara beririrngan. Namun, ketika ada permasalahan yang spesifik mengenai 

pembukaan akses informasi perpajakan yang diatur oleh Perppu ini, maka peraturan yang diberlakukan  

secara spesifik adalah PERPPU Nomor 1 Tahun 2017. Perppu ini belum mengatur secara khusus 
perlindungan kerahasiaan data dan informasi nasabah wajib pajak. perlindungan kerahasiaan data dan 

informasi nasabah wajib pajak masih mengacu pada UU KUP. Apabila Direktorat Wajib Pajak bertindak di 

luar kewenangan Perppu ini, maka dapat dikenakan sanksi pidana yang dilakukan atas pengaduan orang yang 

merasa haknya dilanggar. 
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Tax is one of the government policies in implementing national development. Efforts to increase tax revenues as 

a source of financing of the country's development are becoming a serious challenge in Indonesia. In fact there are still 

some challenges in the implementation of tax collection. One is the low level of public awareness in paying taxes so that it 

affects the low level of compliance in paying taxes. The wealth of the taxpayer stored in a bank obtains a personal 

protection. The bank's protection of the bank's customer data in the banking world is known as the bank's secret principle. 

However, the government issued a new policy on the disclosure of secret data and information in the field of taxation and 

banking, known as the automatic exchange system of information. This thesis discusses the regulation and legal protection 

related to automatic exchange system of information in the field of taxation and banking. 

The method used in this research is a normative juridical with library-based data source. The research is 

descriptive analytic to describe something with words or sentences, then separated based on their categories to get the 

conclusion. The research approach includes legislation and conceptual approach. The research result shows that the 

Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2017 concerning  Access to Financial Information for Tax Interests 

regulates the authority of opening the confidentiality of financial access especially in the field of taxation and banking. This 

Government Regulation in Lieu of Law supports Law Number 6 Year 1983 regarding General Provisions and Tax 

Procedures as amended several times and the latest by Law Number 16 Year 2009 regarding the Stipulation of Government 

Regulation in Lieu of Law Number 5 Year 2008 regarding the Fourth Amendment of Law Number 6 of 1983 on General 

Provisions and Procedures of Taxation into Law (General Tax Provisions and Procedures Law) in obtaining data and 

financial information of taxpayer customers in order to prevent the practice of tax avoidance, on the other hand this 

Government Regulation in Lieu of Law breaks through bank secrecy for tax purposes as regulated in Law Number 10 Year 

1998 on Amendment to Act Number 7 of 1992 concerning Banking (Banking Law). With the existence of this Government 

Regulation in Lieu of Law, can easily leak confidential data and financial information of taxpayer customers conducted by 

the Directorate General of Taxes, whereas the confidentiality of data and financial information of taxpayer customers is 

the right of privacy that must be protected. 

This Government Regulation in Lieu of Law is a derogation, this Government Regulation in Lieu of Law does 

not eliminate the existence of General Tax Provisions and Procedures Law and Banking Law but runs in straight line. 

However, when there are specific issues regarding the opening of access to tax information regulated by this Government 

Regulation in Lieu of Law, then the regulation that is specifically applied is that the Government Regulation in Lieu of Law 

No. 1 of 2017. This regulation does not specifically regulate the protection of data and information of the taxpayers' 

customers. the protection of the confidentiality of data and information of the taxpayer's customers still refers to the 

General Tax Provisions and Procedures Law. If the Directorate General of Taxes acts outside the authority of this 

Government Regulation in Lieu of Law, then a criminal sanction may be imposed on the complaint of a person who feels 

his rights have been violated. 
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